
 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No. 247, 2019 KEMENDAG. Keamanan, Keselamatan, 

Kesehatan, dan Lingkungan Hidup. Metode 
Pengujian, Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, 
Penghentian Kegiatan Perdagangan dan Penarikan 

Barang. 
 

 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2019 

TENTANG 

METODE PENGUJIAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PENGAWASAN, 

PENGHENTIAN KEGIATAN PERDAGANGAN DAN PENARIKAN BARANG 

TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, 

 DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan 

Pendaftaran Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, 

Kesehatan, dan Lingkungan Hidup perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Metode Pengujian, 

Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan 

Perdagangan dan Penarikan Barang terkait dengan 

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang 

Penetapan dan Pendaftaran Barang terkait dengan 

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 131); 

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban 

Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada 

Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1519); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2007); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG METODE 

PENGUJIAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PENGAWASAN, 

PENGHENTIAN KEGIATAN PERDAGANGAN DAN PENARIKAN 

BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, 

KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik 

dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan 

dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.  

2. Keamanan adalah keadaan aman, kondisi yang 

terlindungi secara fisik dan spiritual, atau berbagai akibat 

sebuah kerusakan, kecelakaan, atau berbagai keadaan 

yang tidak diinginkan. 

3. Keselamatan adalah keadaan terbebas atau terhindar 

dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak mendapat 

gangguan dan kerusakan. 

4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia dan makhluk hidup lainnya.  

6. Hasil Uji Laboratorium adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh laboratorium penguji Barang terkait Keamanan, 

Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup 

memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan teknis yang 

ditetapkan. 

7. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam 

Daerah Pabean. 
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8. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. 

9. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi produk 

dalam negeri. 

10. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

11. Registrasi Produk Barang terkait Keamanan, 

Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup asal 

Dalam Negeri dan Luar Negeri yang selanjutnya disebut 

Registrasi Barang K3L adalah dokumen identitas yang 

diberikan terhadap Barang terkait Keamanan, 

Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang 

telah didaftarkan. 

12. Label adalah setiap keterangan mengenai produk yang 

berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya 

atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang 

dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan ke 

dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian 

kemasan Barang. 

13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga 

OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha 

melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal. 

15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 
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Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran. 

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan 

Kosumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: 

a. tata cara pendaftaran Barang terkait dengan Keamanan, 

Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup; 

b. metode pengujian Barang terkait dengan Keamanan, 

Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup; 

c. pengawasan Barang terkait dengan Keamanan, 

Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup; 

d. penghentian kegiatan perdagangan; dan 

e. penarikan Barang terkait dengan Keamanan, 

Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup. 

 

Pasal 3 

Pengawasan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c diatur dalam Peraturan Menteri mengenai 

pengawasan kegiatan perdagangan. 

 

Pasal 4 

(1) Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan 

Lingkungan Hidup yang diproduksi di dalam negeri atau 

diimpor sebelum beredar di pasar wajib didaftarkan. 

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan 

huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 

(1) Barang yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: 
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